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ABSTRACT 
Restorative justice is a way of handling criminal cases children outside the 
formal legal path to guarantee and respect the dignity of the child, the best 
interests of the child and taking into account justice for the victims. The 
handling/resolution of criminal cases involved children 3 (three) parties are 
actors/parents, victims/parents and community leaders. Judge seek mediation 
in penal mediation space with the District Court of restorative justice 
approach. Currently, handling juvenile criminal cases through restorative 
justice provided for in Article 52 of Act No. 11/2012 on the Criminal Justice 
System Children. 
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I.  Pendahuluan 
Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi 
penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, 
dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 
tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan 
prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan 
prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut 
penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke 
muka pengadilan.  
Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam 
hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang 
tua. Dalam kenyatannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang 
mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam 
 
1






suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak 
melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. 
Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau 
dalam hukum pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Romli Atmasasmita 
berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku 
seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan 
pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat 
membahayakan perkembangan pribadi si anak.2 
Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, 
perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas 
sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan 
pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang 
dapat mempengaruhi sianak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran 
dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. 
Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus 
memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak 
sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan 
kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat 
dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak 
dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan 
stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.  
Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar 
pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.. Artinya  tidak semua 
masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan 
memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi 
kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban 
yang disebut pendekatan restirative justice. 
Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk 

















baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, 
juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur 
melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian 
pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  
Bagaimanakah penanganan perkara anak melalui Restorative Justice?  
 
B. PEMBAHASAN  
Dasar hukum Restorative Justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan 
Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk 
mendapatkan hak atas langkah-langkah perrlindungan, karena statusnya sebagai anak 
di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim 
untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim 
diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. 
Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke 
jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model restorative justice dalam 
menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. Restorative justice dapat 
dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules 
memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung 
asas-asas:  
1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas. 
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan. 
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan. 
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin 
menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.  
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi 
kerusakan yang serius terhadap anak  atau orang lain. 
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya. 






Pada prinsipnya restorative justice mengakui 3 pemangku kepentingan 
(stake holders) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan 
penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya 
untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan 
pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas 
serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, 
memulihkan penderitaan korban.3 
 
Pendekatan restorative justice ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam 
Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui 
hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah 
melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan 
peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali 
penghormatan anak terhadsap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang 
lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan 
integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam 
masyarakat”. 
Restorative justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem 
peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat 
dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem 
peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice juga 
merupakan suatu kerangka berpikir yang dapan digunakan dalam merespon suatu 
tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan 
restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam 
memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice 
makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada 
umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan 
kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan restorative justice korban utama atas 
terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem 
peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan 



















pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah 
yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan 
pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan 
keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. 
Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, 
mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyarawarahpun bekerja dalam 
masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses 
dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari 
penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan 
korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan 
terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara 
pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi 
diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi 
dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini 
pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil 
kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative 
justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). 
Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian 
perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh 
Stefanie Trӓnkle dalam Barda Nawawi Arief: 
Mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja 
(working principles) sebagai berikut: 
a. Penanganan konflik (Conflict Handling/Konfliktbearbeitung): Tugas 
mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan 
mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan 
pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik 
itulah yang dituju oleh proses mediasi. 
b. Berorientasi pada proses (Process Orientation/Prozessorientierung): 
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: 
menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan 
konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb. 
c. Proses informal (Informal Proceeding/Informalitӓt): Mediasi penal 
merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari 
prosedur hukum yang ketat. 
 d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous 






korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih 
sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan 
untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.4 
 
 Oleh karena itu dalam mediasi penal maupun dalam restorative justice 
mengedepankan konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi 
yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan 
proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan restorative justice, 
sebagaimana dikatakan oleh Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur: 
 a. Victim Offender Mediation (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) 
yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan 
korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam 
pertemuan tersebut 
 b. Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam 
bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya 
melibatkan pelaku dan mkorban langsung (primary victim), tetapi juga 
korban tidak langsung (secondary victim), seperti keluarga atau kawan dekat 
korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alas an pelibatan para 
pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung 
maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki 
kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta 
mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses 
dan tujuan akhirnya. 
 c. Circles yaitu suatu model penerapan restorative justice yang pelibatannya 
paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang 
bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota 
masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Ketiga 
model dasar dari bentuk penerapan pendekatan restorative justice tersebut 
pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model 
dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. 
Dari nilai dasar inilah restorative justice sebagai implementasi dari nilai dasar 
yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat.5 
 
 Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui 
mediasi penal adalah sebagai berikut: 
1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori delik aduan, baik 





























2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman 
pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).  
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori “pelanggaran”, bukan 
“kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda. 
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum 
administrasi yang menempatka sanksi pidana sebagai ultimum remedium. 
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori ringan/serba ringan 
dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan 
diskresi. 
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke 
pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang 
dimilikinya. 
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori pelanggaran hukum 
pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. 
Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku 
sebagaimana menjadi tujuan pendekatan restorative justice, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang 
yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan 
menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Restorative justice merupakan 
upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan 
martabatnya.  
Restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal 
ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana dengan  cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 
tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan 
anak di masa yang akan datang. 
Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya 
tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti 
bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidak-tidaknya 
sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara. 






terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) maka putusan yang 
terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya 
untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.  
Adanya upaya pelaksanaan restorative justice tidak berarti bahwa semua 
perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang 
tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara 
lain: 1. anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (first offender); 2. anak 
tersebut masih sekolah; 3. tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana 
kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka 
berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan 
kepentingan umum.  
Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya 
sebuah sistem tetaplah kembali kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya 
untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik 
kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip the best interest of the 
children.  
Karakteristik pelaksanaan restorative justice: 1. Pelaksanaan restorative 
justice di Bandung ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk 
memperbaiki kerugian yang dimbulkan oleh kesalahannya; 2. Memberikan 
kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya 
dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk 
mengatasi rasa bersalah secara konstruktif; 3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang 
dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang 
tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya; 4. Penyelesaian dengan konsep 
restorative justice ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama  
menyelesaikan masalah yang terjadi; 5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata 
antara kesalahan dengan reaksi sosial. 
Berdasarkan karakteristik restorative justice di atas maka ada prasyarat yang 
harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya restorative justice, yaitu: 1. harus ada 
pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku; 2. Harus ada persetujuan dari pihak 






berlaku; 3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang 
memiliki kewenangan diskresioner. 
Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip: 
1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok 
masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. 
Menempatkan pelaku, koran dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang 
bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang 
dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution). 
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa 
atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada 
korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lg 
perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. 
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk 
pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh 
seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh 
karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban 
terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal 
formal). 
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-
cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-
cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan inpersonal).6 
 
Syarat-syarat penerapan restorative justice adalah: 
a. Syarat pada diri pelaku:  
- Usia anak 
- Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun) 
- Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya 
- Persetujuan korban dan keluarga 
- Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residiv) 
b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv)  
Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, restorative 
justice harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan 
restorative justice akam muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering 
melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residiv)  














Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah 
pertimbangan posotif untuk dapat menangani dengan pendekatan restorative 
justice. 
d. Dampak perbuatan terhadap korban 
Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk 
dasar penggunaan restorative justice. Kalau kejahatan berdampak sangat serius 
pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku maka restorative justice 
mungkin tidak dapat menjadi pilihan. 
e. Sikap keluarga pelaku anak  
Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar restorative justice dapat 
berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit 
mengimplementasikan restorative justice yang efektif.   
 Restorative justice dalam menangani perkara pidana anak dapat dijelaskan 
sebagai berikut:  
• Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (UPPA). 
• Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas 
dilimpahkan kepada kejaksaan. 
• Apabila kejaksaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup bukti maka 
berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. 
• Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua 
Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut. 
• Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan 
tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK 
Bapas, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti dan 
pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHAP. 
• Apabila terdakwa (pelaku anak) telah mengaku bersalah dan saksi bersedia 
memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti 
maka hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan 






Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat 
(tokoh masyarakat/RW/RT, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi 
pelaku anak, korban dan masyarakat. 
• Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian 
oleh pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, 
penasehat hukum, perwakilan masyarakat). 
• Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, 
diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan 
hukum tetap) 
• Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai 
dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. 
Saat ini penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice (diversi) 
diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa:  
Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk 
menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas 
perkara dari penuntut umum. 
Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim 
Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 
(tiga puluh) hari. 
Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. 
Ayat (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim 
menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada 
Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. 
Ayat (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap 
persidangan.  
Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah 








      1. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice dilakukan untuk 
menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan 
terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. 
Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat 3 
(tiga) pihak dalam upaya penyelesaian/penanganan tindak pidana tersebut 
yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan 
tujuan pemulihan bagi  pelaku, korban dan masyarakat. Hakim 
mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi pengadilan negeri dengan 
pendekatan restorative justice. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim yang 
ditunjuk wajib mengupayakan diversi bertempat di ruang mediasi pengadilan 
negeri. Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim 
menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua 
pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversi tidak berhasil 
dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. 
2. Saran 
 Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana 
secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara 
baik di suatu pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, 
ruang mediasi. Dengan demikian restorative justice benar-benar terlaksana demi 
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